
BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONO 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNJS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA 

DAN GAJI l{ETIGA BELAS APARATUR NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas Kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Tunjangan Tahun 2021, dipandang perlu melakukan 

pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan 

Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 

Anggaran 2021. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran 

Negara RepubJik Indonesia Nomor 4355); 



,. 
I 4. Undang-Undnng Nomor 33 Tnhun 2004 t<mtnng 

Pcrimbnngnn l(cunnRtrn nntnrn P<mwrlntnh Pwmt <Inn 

Pemcrintnhnn Dncrnh (Lcmhnrnn Ncwm, l{cpuhllk 

lndoncsin Tnhun 20011 NonH>r I '.).(,, Tnmlmlum 

Lembnrnn Ncgnrn Rcpuhlll< lndoncHln Nomor 1111:18); 

Uncinng-Undnng Nomor 12 Tnhun 20 11 tcn111 ng 

Pembcntuknn Pcrnturnn Pcrundnntt-Und11n11,nn 

(Lembnrnn Negnrn Republlk lndoncsin Tnhun 1-0 I I 

Nomor 82, TnrnbAhnn Lcrnhnrnn Ncgnrn l~cpuhlik 

lndonesin Nomor 5234), sclmgnlrnnnn tclnh dlu bnh 

dengan Undang-Undong Nomor I 5 Tnhun 20 19 

tentang Perubnhnn Alas Undnng-Undnng Nomor I 2 

Tahun 20 I 1 ten tang Pcmbcntulrnn Pero tu run 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 

dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara RepubJik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedelapan Belas atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 



' I 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 

Republik Jndonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 

Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 

2021 (Lerr.baran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 108, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6682); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daera h (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Repu blik Indonesia Nomor 31 0); 

16. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tan 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nege~ 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pr d k 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Ind 
O ~ 

Tahun 2018 Nomor 157); oneSia 

~ 

' 



Menetapkan 

I 7. l~mtu1·nl\ M I' ·I I I :JU~O 'I' . " 11 t t )u 11111 Nc,w,rl N11111or 77 'l'nlllln 

l) 
rt1tn11H 1'(•<101111111 Tfllrnl11 l11,11w1lol111111 re, 111111P,n11 
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l): flH11111 ~f'fHI > lie l11r/11n1ml11 Nomor 

l8. l't1t'1\t\11•n11 Mc•nl~rl l,n1111t1Hllll I~, p11hlllc lnd11n<!t1ln 
Numm •I~?/ PM IU)/; /~W:.? I 11'11111111-t I 'cl 1111.J II le T<!l<nlti 
l\-l!~kN111111n11 l'<'n1hrrh111 '1'111\jnn,-,.1111 I l11rl lfoyn d11n 
01~11 l\(•litt11 I l<•lm~ Kc•p111l11 Ap11ml 111· N,•µ.111·11, l1cn11ltmnn, 
l'cncrimn l'c•1rnh111, d1111 tvk1wd1n11 T1111J1111g11n T11hun 
:,H>:.u _\'1\11~ lh•l'Hlllllht•I' d11ri A11,-,.,.,.,11·,111 l'ond11p111nn dr-tn 
Bdnt\in N<'Rlll'll (llrrltn N,:,.,.111·11 l~npuhlllc lndoneHia 
'l'nhun ~?O:d I Nomor •l!j l)); 

19. Pcmt11rnn Dncrnh Knb11pn11•n Ltihong Nomor 10 
1'uh11n :20 I fl kntnnR Pcm bent ulcnn clnn Susunan 
Pcmngknt Dncrnh (Lcmhnrnn Dnornh J<obupolen 
Lebong Tnhun 20 I G Nomor IO); 

20. Pcrnturnn Dncrnh Knbupntcn l..cbong Nomor 10 
Tuhun 2020 tcntnng /\nggnrnn Pcnclapatan dan 
Bclnnjn Dncmh Tnhun /\nggArnn 2021 (Lcmbaran 
Dnernh Kul>upntcn LdJOng TAhun 2020 Nomor 10); 

MEMUTUSK/\N : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PETUNJUK 
TEl<NIS PEU\I\SAN/\AN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi 
RAYA DAN G/\JI KETIGA BELAS APARATUR NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINT/\H O/\ERAH [(ABUPATEN 

LEBONG TAHUN ANGGAR/\N 2021 . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil 
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan 
kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan 
alat kelengkapan negara beserta lembaga negara 
pen~njang fungsi ~lat kelengkapan negara, bertugas 
menJalankan fungs1 untuk dan atas nama negar 
sesua.i dengan ketentuan peraturan perundan ~ 
undangan. g 

3. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 



4 . Surat Perintah M b 
SPM adalah d kem ayar yang selanjutnya disingkat 
PA/KPA untuk o um~n yang ditcrbitkan oleh oleh 
DPA. mencairkan dana yang bersumber dari 

5· Surat Perintah p , 
d . b encruran Dana yang selanjutnya 

ise ut SP2D adalaJ · ol h 8 
1 surat permtab yang diterbitkan 

e endahara Umum Daerah untuk pelaksanaan 
pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM. 

Pasal 2 

Pemerintah memberi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara. 

Pasal 3 

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
terdiri atas 
a . PNS dan Calon PNS; 
b. Pejabat Negara. 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
termasuk: 
a . PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 
b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah 

baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya 
dibayarkan oleh instansi induknya; 

c. PNS Penerima Vang Tunggu; 
d. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya 

masih dibayarkan; 
(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

Pasal 4 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan 
kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a dalam ha]: 
a . sedang cuti diluar tanggungan negara ; atau 
b. sedang ditugaskan di luar negeri yang gajinya dibayar 

oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga bagi PNS Pejabat 
Negara terdiri atas: ' 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai 
jabatannya dan/atau pangkatnya. 
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(2) Tunjangan Hari R d 
Pimpinan d aya an Gaji l(ctlga Belas bagi 
Daerah I .an Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
R • pa ~ng banyRk scbcsar nkumulasi cfari uang 

J ebpresentasi, Tunjangan l(cluarga c.Jan Tuniangan 
a atan p· · ' J R impman dan Anggotn Dewan Perwoldlan 
akyat Daerah sesuai dengan kctcntuan pcraturan 

perundang-undangan yang mengatur hale kcuangan 
dan administratif Pimpinan den Anggota Dewan 
Penvakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 6 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon 
PNS terdiri atas: 
a. 80% (delapan puluh peJsen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau pangkat 

golongan/ ruangnya. 

Pasal 7 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk: 
a. tunjangan kinerja; 
b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain; 
c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan Jain; 
d. insentif kinerja; 
e. insentif kerja; 
f. tunjangan pengelolaan arsip statis; 
g. tunjangan bahaya , tunjangan resiko, tunjangan 

kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis; 
h. tunjangan pengamanan; 
1. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan 

dosen atau tunjangan kehormatan; 
J. tambahan penghasilan bagi guru PNS; 
k. insentif khusus; 
1. tunjangan khusus; 
m. tunjangan pengabdian; 
n. tunjangan operasi pengamanan; 
o. tunjangan selisih penghasilan; 
p. tunjangan penghidupan luar negeri; 
q. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan atau peraturan 
internal instansi pemerintah; dan 

r. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 

Pasal8 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari 
kerja sebelum tanggal Hari Raya. 



(2) Dalam hal Tu . . 
dimaksud d nJangan Harl Raya sebagaimana 
Tunjan an pa ~ ayat ( 1) belum dapat dibayarkan 
Hari R g Han Raya dapat dibayarkan setelah tanggai aya. 

(
3
) bTunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) 

esarannya · d • d' · sesua, engan ketentua.n sebagaimana 
tmaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, untuk 1 (satu) 

bulan pada bulan April Tahun 2021. 

Pasal 9 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. 

(2) Dalam ha! Gaji I<etiga Belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga 
Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud ayat (1), 
besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 dan Pasal 7, untuk 1 (satu) 
bulan pada bulan Juni Tahun 2021. 

Pasal 10 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan 
potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Had Raya dan Gaji Ketiga Belas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak 
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ctitanggung pemerintah. 

Pasal 11 

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran 
dan/ atau potongan Jain berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan dan ditanggung 
pemerintah. 

PasaJ 12 

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya 
Tun~angan H~ Raya yang ?ibayarkan hanya 1 (satu) 
TunJangan Hart Raya yang rnlainya paling besar. 

(2) Dal~ hal Aparatur . Negara sekaligus sebagai 
Pensm?an atau sebal1knya Pensiunan sekaligus 
sebagru Aparatur Negara sesuai ketentu d 

. 1 b'h d . an apat meneroona. e I an 1 (satu) Tunjangan Hari Ra 
maka TunJangan Hari Raya yang dibayark h ya 
(satu) Tunjangan Hari Raya yang nilain al~ anya 1 

yap mgbesar. 



(3) Dnlnm hnl Apnrntur Ncgnra dan Pensiunan 
scbngnlmnnn climnlcsll<J pndn nynt ( 1) clan ayat (21, 
mcncrimn tchih clnri I (sntu) Tunjangon Harl Raya, 
kclcbihnn pcmbnynrnn Tunjnngnn Hnri Raya tersebut 
mcrnpnlmn ulnng dnn wojib mcngcmbalikan kepada 
ncgnrn scsuni dcngan kctcntunn pcraturan perundang­
undnngnn. 

(4) Dnlnm hnl Apnrntur Ncgnrn sclmligus sebagaj Pencrima 
Pensiun, dnn/ntau scbagni Pcnerima Tunjangan, 
Tunjrmgan Hnri Raya ynng dibaynrknn: 
a. 1\mjnngan Hnri Rayo scbogai Aparatur Negara; dan 
b. 1\injnngan Hnri Raya sebagai Penerim_a Pens_iun 

clan/Rtl\U Tunjangan Hari Raya sebaga1 Penenma 
Tunjnngnn. . 

(5) Tunjnngan Hari Raya dibayarkan sesuru dengan 
kemampuan kcuangan daerah paling cepat 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(6) Dalnm hat Tunjangan 1-lari Raya se?agaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat d1bayarkan, 
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal 
Hari Raya. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Betas, Gaji 
Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang 
nilainya paling besar. 

(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai 
Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus 
sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat 
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji 
Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang 
nilainya paling besar. 

(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, 
kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut 
merupakan utang dan wajib mengembaln.kan kepada 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima 
Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji 
Ketiga Belas yang dibayarkan: 
a . Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan 
b.Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun 

dan/atau Gaji Ketiga Betas sebagai Penerima 
Tunjangan. 

Pasal 14 

Angga~a~ .Yai:1g diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan 
Bupati m1 d1bebankan pada Anggaran Pendapat d 
Belanja Daerah bagi: an an 
1. PNS clan Calon PNS yang bekerja pada Pemerintah 

Daerah; 

I 

' 



I , 

2. Bupati dan Wal<ll Bupafr 
3. Pimpinan dan Anggot~ Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 ten tang Teknis 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negcri 
Sipil, Pejabat Negara dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 clan Peraturan 
Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian 
Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Negeri sipil di 
Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Lebong Tahun 
Anggaran 2020 dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati 1111 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 30 April 2021 

~ BU ATJ LEBONGr 

I ANSORI 
Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 30 April 202·1 

H. MUSTARANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 18 

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

BAGIAN HUl(UM 


